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PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH
Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9

Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo, Kode Pos: 57521

Telp. (0271) 593068, Fax. (0271) 593335

PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR :800/2019/VIII/2020

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, perlu menetapkan Klasifikasi Informasi
Publik yang Dikecualikan sesuai dengan  peraturan
perundang-undangan;

. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan hasil uji konsekuensi yang dilakukan, perlu
menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi Publik yang
Dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2020;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5149);



S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan
daerah (Berita Daerah Republik Indoneisa Tahun 2017 Nomor
157);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi Publik;

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Penyelesaian Sengketa Informasi;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pengklasifikasian Informasi Publik ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

: PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK
YANG  DIKECUALIKAN DI  LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020.

: Menetapkan Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

: Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU didasarkan atas pertimbangan peraturan
perundang-undangan, asas kepatutan dan asas kepentingan
umum serta bersifat ketat dan terbatas.

: Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ini mulai

berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada Tangga!l 18 Agustus 2020

. SEKRETARIS DAERAH
//.{;/:*:‘g‘iﬂ TEN SUKOHARJO
V4 en Konemian dan Pembangunan

/%, % \Selaku
;( san Rejabiat hengelola Informasi dan
I\ .~ Dokumentasi

"' WIDODO, SH, MH
‘Pembina Utama Muda
NIP. 19650523 199203 1 008

Salinan disampaikan kepada Yth :

Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama
Kabupaten Sukoharjo;

1.
2.

3.

Arsip.




DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020

LAMPIRAN
PENETAPAN PPID

NOMOR ; 800/2019/VIII/2020

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG
DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

NO

INFORMASI

DASAR HUKUM PENGECUALIAN

KONSEKUENSI

MANFAAT APABILA

JANGKA WAKTU

NF SI
INFORMA APABILA DIBUKA BIUTUP
I | Mengungkapkan  Rahasia | . UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf h , i dan I.Dapat  mengungkap rahasia |i. Dapat menjaga rahasia pribadi Sampai pemegang
Pribadi huruf . pribadi yang bersangkutan yang bersangkutan kewenangan mengijinkan
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2067 | 2. Mengganggu privasi seseorang  {2. Mengamankan hak  privasi | untuk dibuka
e Rekam Medik pasien atau tentang Pelaksanaan UU nomor 23 tahun 2006 | 3. Bertentangan dengan hak pribadi seseorang
pribadi tentang Administrasi Kependudukan, Bab VIi / privasi yang berpotensi |3. Menjaga privasi seseorang yang
» Hasil Test DNA Bagian Kedua Pasal 58 dan 59. disalahgunakan menjadi  hak asasi masing-
e Data Kependudukan 3. PermenkesNo.1419/MENKES/PER/X/2005 masing individu / pribadi
« Informasi  kepegawaian Pasal 18 ayat (1)
yang dapat mengungkap [4. UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek
rahasia pribadi pegawai Kedokteran, Pasal 48 dan Pasal 51 huruf ¢
« Informasi lainnya yang|S. UU No. 9 Th 1974 jo. UU No. 43 Th 1989
dapat mengungkap rahasia tentang Pokok-pokok Kepegawaian
pribadi seseorang
2 | Surat Wasiat UU Nomor 14 Tahun 2018 Pasal 17 hurufg Dapat mengungkapkan isi akta | Dapat menjaga isi akta otentik Sampai pemegang
otentik yang bersifat pribadi dan | yang bersifat pribadi dan kemauan kewenangan mengijinkan
1. Surat Keterangan Wasiat kemauan terakhir wasiat tersebut | terakhir tersebut untuk dibuka
2. Buku C atau Letter C
3 | 1. Berkas perkara PTUN, | 1. PerdaNo I Tahun 2011 tentang Transparansi dan | 1. Dapat menghambat proses Hukum/ | 1. Memperlancar proses hukum / | Sampai dengan putusan
perkara perdata, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan penyelidikan/ penyidikan, penyelidikan/ penyidikan, pengadilan  berkekuatan
perkara pidana sebelum Pemerintahan Daerah, 2. Dapat merugikan proses | 2. Menjaga agar proses | tetap
penyusunan kebijakan dan (3) penyusunan kebijakan tidak




disampaikan di
persidangan.

2. Berkas informasi terkait
kasus yang masih dalam
proses ranah hukum

“Pasal 13 huruf a; - UU No. 5 Th 1986 tentang

PTUN sebagaimana telah diubah dengan UU No.
8 Tzhun 1981, Pasal 70 ayat (2).

_ Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf a, I, dan j

Dapat mengungkap informasi yang,
menurut UU lainnya dirahasiakan/
atau tidak boleh diungkap

terhambat dan (3) Menjaga
informasi yang menurut UU
lainnya dirahasiakan dar/ atau
tidak boleh diungkap

Laporan Keuangan Daerah

“UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17

1. Menghambat kebijakan karena

. Mendorong

keberhasilan

Setelah keluar hasil auidit

huruf [ dan j adanya pengungkapan yang pelaksanaan pembangunan oleh BPK
2. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal mendahului sebelum diaudit. . Menjaga penyalahgunaan dari
44 ayat (1) dan (2) 2. Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak
3. Permendagri Nomor 13 tahun 2006, Pasal 298 | orang yang tidak berkepentingan berkepentingan
ayat 2
Informasi tentang Identitas | 1. Pasal 28 g Undang-Undang Dasar Negara |.Dapat mengungkap rahasia | 1. Dapat menjaga rahasia pribadi Sampai pemegang
pasien COVID-19 Republik Indonesia Tahun 1945 pribadi yang bersangkutan yang bersangkutan kewenangan mengijinkan
2. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 | 2. Mengganggu privasi seseorang . Mengamankan hak privasi | untuk dibuka
tentang HAM 3. Bertentangan dengan hak pribadi seseorang
3. Pasal 15 dan 16 Penjelasan Undang-Undang | / privasi yang berpotensi | 3. Menjaga privasi seseorang
Nomor 12 Tahun 2015 tentang Hak Sipil dan disalahgunakan yang menjadi hak asasi masing-
Politik 4.Dapat mengancam kesclamatan masing individu / pribadi
4. Pasal 17 huruf g dan h serta Pasal 18 ayat2 huruf | pribadi yang bersangkutan
a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Pasal 46 dan 47 Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
6. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
tentang Rumah Sakit
7. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

tentang Kesehatan




PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Gedung Menara Wijaya Lanatai 5
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos. 57521
Telepon. (0271) 593068 ext.1522 Fax. (0271) 593335
Website : www.diskominfo.sukoharjokab.go.id E-mail : diskominfo@sukoharjokab.go.id

M
LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KABUPATEN SUKOHARJO
Nomor : 800/524 /VIII/2020

[KA8UPATEN SUkOHARID

Pada hari ini, Kamis tanggal tigabelas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Ruang Rapat Wijaya 1 Gedung Menara Wijaya
Kabupaten Sukoharjo telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang sebagimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

KONSEKUENSI
NO INFORMASI DASAR HUKUM PENGECUALIAN MANFAAT JANGKA WAKTU
INFORMASI APABILA DIBUKA APABILA
DITUTUP
1 | Mengungkapkan - UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf | 1.Dapat mengungkap (1. Dapat menjaga | Sampai pemegang
Rahasia Pribadi h , idan huruf j. rahasia pribadi | rahasia pribadi | kewenangan mengijinkan
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 37| vyang bersangkutan yang untuk dibuka
e Rekam Medik Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU 2.Mengganggu bersangkutan
pasien atau nomor 23 tahun 2006 tentang| privasi seseorang |2. Mengamankan
pribadi Administrasi Kependudukan, Bab VII 3.Bertentangan hak privasi
» Hasil Test DNA Bagian Kedua Pasal 58 dan 59. dengan hak pribadi| seseorang
» Data Kependudukan - PermenkesNo.1419/MENKES/PER/X/ /  privasi  yang |3. Menjaga privasi
» Informasi 2005 Pasal 18 ayat (1) berpotensi seseorang yang
kepegawaian yang | 4. UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek disalahgunakan menjadi hak
dapat mengungkap Kedokteran, Pasal 48 dan Pasal 51 asasi  masing-
rahasia pribadi hurufc masing individu
pegawai . UU No. 9 Th 1974 jo. UU No. 43 Th 1989 / pribadi
» Informasi lainnya tentang Pokok-pokok Kepegawaian
yang dapat




mengungkap rahasia
pribadi seseorang

Surat Wasiat UU Nomor 14 Tahun 2018 Pasal 17 huruf | Dapat Dapat menjaga isi Sampai pemegang
g mengungkapkan isi | akta otentik yang | kewenangan mengijinkan
1. Surat Keterangan akta otentik yang | bersifat pribadi | untuk dibuka
Wasiat bersifat pribadi dan | dan kemauan
kemauan terakhir | terakhir tersebut
2. Buku C atau Letter C wasiat tersebut
1. Berkas perkara [ 1.Perda No 1 Tahun 2011 tentang l.Dapat menghambat | 1. Memperlancar Sampai dengan putusan
PTUN, perkara Transparansi dan Partisipasi | proses Hukum/ proses hukum | pengadilan berkekuatan
perdata, dan Masyarakat dalam Penyelenggaraan penyelidikan / / penyelidikan/ tetap
perkara pidana Pemerintahan Daerah, penyidikan, penyidikan,
sebelum 2.Pasal 13 huruf a; - UU No. 5 Th 1986 | 2. Dapat merugikan | 2. Menjaga agar
disampaikan di tentang PTUN sebagaimana telah proses penyusunan proses
persidangan. diubah dengan UU No. 8 Tahun 1981, kebijakan dan (3) penyusunan
2. Berkas informasi Pasal 70 ayat (2). Dapat mengungkap kebijakan tidak
terkait kasus yang | 3. Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf a, I, | informasi yang terhambat dan
masih dalam proses dan j menurut Uuu (3) Menjaga
ranah hukum lainnya informasi yang
dirahasiakan/ atau menurut uu
tidak boleh lainnya
diungkap dirahasiakan
dan/ atau tidak
boleh diungkap
Laporan Keuangan | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, | 1. Menghambat . Mendorong Setelah  keluar  hasil
Daerah Pasal 17 hurufI dan j kebijakan  karena keberhasilan auidit oleh BPK
2.UU No. 43 Tahun 2009 tentang | adanya pelaksanaan
Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) dan (2) pengungkapan pembangunan
3. Permendagri Nomor 13 tahun 2006, yang mendahului | 2. Menjaga
Pasal 298 ayat 2 sebelum diaudit. penyalahgunaa
2. Berpotensi n dari pihak
disalahgunakan yang tidak

oleh
tidak
berkepentingan

orang yang

berkepentingan




Informasi
Identitas
COVID-19

tentang
pasien

-Pasal 28 g Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945

-Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39

Tahun 1999 tentang HAM

.Pasal 15 dan 16 Penjelasan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Hak Sipil dan Politik

. Pasal 17 huruf g dan h serta Pasal 18

ayat2 huruf a Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik

.Pasal 46 dan 47 Undang-Undang

Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek
Kedokteran

.Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44

Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

-Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2009 tentang Kesehatan

1. Dapat
mengungkap
rahasia pribadi
yang bersangkutan

2. Mengganggu
privasi seseorang

3. Bertentangan
dengan hak pribadi
/  privasi yang
berpotensi
disalahgunakan

4. Dapat
mengancam
keselamatan
pribadi
bersangkutan

yang

1. Dapat menjaga

rahasia pribadi

yang
bersangkutan

. Mengamankan

hak privasi
seseorang

. Menjaga privasi

seseorang yang
menjadi hak
asasi masing-
masing individu
/ pribadi

Sampai pemegang
kewenangan mengijinkan
untuk dibuka




Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di
atas dilakukan oleh :

NO NAMA INSTANSI TANDA TANGAN
L = 4 oA Kepala Dinas Komunikasi dan|1. qu
Informatika
2. Sekretaris Dinas Komunikasi dan 2.
QVW Informatika ‘/'Q
3. S"'\"Qﬁ“"y Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 3. /S—C\"ﬁ“\
4, ﬁ/( Dinas Perindustrian dan Tenaga (\ 4, 0%7
/L~y Kerja ; 7
5. Dinas Pekerjaan Umum  dan | 5. )
&/(//7? A”} Penataan Ruang \
6. gw\/ Dinas Kearsipan dan Perpustakaan /\/L ,
7. Q ' Dinas Sosial ! ﬂl‘
0L B B —_—
8. CV q/y oo Badan Lingkungan Hidup
9. ‘EZ/\%‘ \f Dinas  Kependudukan  dan [ 9. /j/
Pencatatan Sipil V// P
10. | ¢ Dinas Pemberdayaan Masyarakat| ")/ 10.
%\WC"“"’G dan Desa W
11. : : Dinas Penanaman Modal dan | 11. /\ | 9*2
Ene Lr auwratf Pelayanan Terpadu Satu Pintu - M 2
12. .| Dinas Kesehatan 12. ’“
B | Forrypans Dinas Pangan 13. 572: v
4. |, Perdagangan Koprasi, Usaha Kecil ' 14.<’UQ )
Umar yene dan Menengah [far
P . 7 v 1
15. DF ML\%(AW\. Bagian Hukum 15'(’;(,\ |
16. o _ Bagian Pemerintahan 16. g
*,QQU\O \—'x.mn@ Ry Rin g N /{?iﬁﬂi
17. Bagian Organisasi 17.
%zqzm%o SRS W
18. Bagian PBJ
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" o1s. G_)‘pm




19. 1 S0 Linarn RSUD 19. /4/
20. < Kantor Kesatuan Bangsa dan 20
09% Z% Politik L %4'
21. Sekretariat DPR 2 L
m Geyo80 retariat DPRD =Q\(C
22. BKPP 22,
23. : RSUD 23. |
MGX drang A K /l/@w
24, V Kabid. Persandian dan Statistik 24, )
25. | Kabid. Sistem Informasi 25.
JWnanad
26. | Nde  Xsiskiawan Kabid.Teknologi Informasi \\ 26.
‘ ; i I fi i i . Y
27 gﬂ Ha cAanc s Kasi Pengelolaan Informasi Publik Z%M,a:
28. ICWARN T © Kasi Telekomunikasi 28%
- ] . ~ //
29. [V, ¢ N Y. Kasi E-Goverment 29. / / s
s . . 3
30. \/’ 2/t man Kasi Pelayanan Informasi Publik ) f
31. . Kasi Pengelolaan SD TI 31 —
Meta Oew g %ﬂ’ o
32. . . Kasi Pengembangan Sistem dan 32, M
Morjﬂ'\h Aplikasi ]
33. Kasi Infrastruktur 33.
34, ~ Kasi Database dan Statistik
pq{M B\A@M anw ‘\ \ﬁ)
35 Kasi Keamanan Informasi dan 35
36. Kasubbag. Umpeg. - GZQ
ROWM A (+ \ -\é .
%) § Vilay 729} Dicade (KL @
C/"
2| WisNu Sheca. QUL e
' N,

e —
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